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ABSTRAK 
Nama  : Irsang 
Nim  : 30600113073 
Jurusan : Ilmu Politik 
Judul Skripsi : Pergeseran  Kebijakan Pemerintah Dan Respon Masyarakat 
Terhadap Etnis Tionghoa (studi Kasus Di PLTU Desa 
Punagaya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto) 
 
Penelitian ini mengkaji tentang Perubahan kebijakan  pemerintah dan 
respon masyarakat terhadap kehadiran Etnis Tionghoa menetap di Jeneponto dan 
bekerja. Penelitian ini berlokasi di Desa Punagaya, yang merupakan area 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang memperkerjakan 
tenaga ahli dari negara asing beretnis Tionghoa. Di kecamatan Bangkala 
Kebupaten Jeneponto. Masalah penelitian pada dasarnya berfokus pada 
pergeseran kebijakan pemerintah dan respon masyarakat terhadap Etnis Tionghoa 
yang sebelumnya cenderung menolak kehadiran Etnis Cina (Tionghoa ). Namun 
kini lebih bersikap terbuka dengan kehadiran pekerja Tionghoa di Jeneponto.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
diskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber 
data dari penelitian ini yaitu: Kepala Desa Punagaya, Aparatur Desa, Anggota 
DPRD, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tenaga buruh di PLTU.  
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran kebijakan pemerintah 
dan respon masyarakat terhadap Etnis Tionghoa, adalah yaitu, a) meningkatkan 
pembangunan ekonomi Daerah, b) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih 
rendah. c) adanya kontrak kerja sama. Kemudian respon masyarakat hadirnya 
Etnis Tionghoa selaku tenaga ahli di PLTU yang timbul yaitu: a) Respon 
masyarakat yang mendukung hadirnya Etnis Tionghoa selaku tenaga ahli di 
pengaruhi rendahnya pendidikan, peningkatan pembangunan ekonomi Daerah. b) 
Respon yang kurang mendukung hadirnya Etnis Tionghoa selaku tenaga ahli 
dipengaruhi adat istiadat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
 PENDAHULUAN 
F. Latar Belakang 
Kedatangan orang-orang Cina
1
. Di Indonesia tercatat sejak beratus-ratus 
tahun yang lalu. Pada abad ke-11, banyak orang-orang Cina yang merantau ke 
berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selain motif untuk 
berdagang, sebagian orang-orang Cina merantau untuk memperbaiki 
kehidupannya. Pada saat itu keadaan Tiongkok sedang kacau. Jatuhnya Dinasti 
Ming dan pasca perang candu memicu terjadinya kerusuhan, pergolakan sosial, 
serta kemelaratan rakyat. Gencarnya kolonialisme Barat di negara-negara Asia 
Tenggara yang membutuhkan para pekerja untuk mengeksploitasi kekayaan 
alam di negara-negara tersebut mendorong masuknya sejumlah imigran yang 
didatangkan dari Tionghoa.
2
 
Keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia salah satu mobilitasnya tinggi. 
Hal ini dapat diketahui dari tingginya perpindahan (migrasi) penduduk dari negara 
Cina ke Indonesia, khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya, datang 
merantau dengan tujuan untuk mencari peruntungan nasib yang baik. Mereka 
datang semata-mata hanya untuk mempertahankan hidupnya, entah dengan  
berdagang, menjadi kuli atau petani. hal ini dilakukan orang Cina karena didorong 
                                                          
1
 Penyebutan istilah Kata cina kini sudah menjadi tidak umum lagi karena diganti menjadi 
istilah Tionghoa, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, tertanggal 14 
maret 2014 tentang pencabutan surat edaran presidium kabinet ampere nomor SE-
06/pred.kab/61967 tanggal 28 juni 1967 yang telah ditandatangani oleh presiden Sosilo bambang 
yudohyono ketika beliau masih menjabat presiden.  Surat edaran presidium kabinet ampere itu, 
dahulunya telah mengatur bahwa istilah cina digunakan untuk mengganti istilah tionghoa. Surat 
tersebut dianggap telah menimbulkan dampak diskriminatif dalam hubungan social warga bangsa 
indonesia dari keturunan tionghoa sehingga istilah cina diganti menjadi tionghoa.   
2
“Abdullah Dahana, Kegiatan  Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia, Jurnal Wacana, 
Vol  2 No 1. Jakarta : 2001 hal. 12. 
 
 
 
 
oleh faktor ekonomi, terutama karena kehidupan yang serba sulit akibat dari 
padatnya penduduk, sehingga lapangan pekerjaan di daerah asal mereka semakin 
sedikit. 
Pada periode tahun 1930-an, sebagian besar etnis Tionghoa bekas kuli 
berganti peran menjadi pedagang dan usahawan dalam perdagangan kecil-kecilan 
atau industri berskala kecil yang menyisihkan para pedagang dan usahawan kecil 
pribumi, selain itu terdapat pula misi perjalanan yang dikenal, dipimpin oleh 
pelaut Cina/Tionghoa laksamana Cheng Ho yang melewati beberapa daratan di 
nusantara salah satu di Sulawesi Selatan . 
3
 
Keberhasilan orang Tionghoa di Sulawesi Selatan dalam perdagangan 
telah mengantarkan mereka pada kemajuan perekonomian yang tinggi, sementara 
sistem perekonomian masyarakat pribumi berada pada titik lebih rendah. Praktek 
perdagangan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa atau keturunan Tionghoa sudah 
terlihat dalam sektor perdagangan hampir disemua daerah di Sulawesi-selatan. Di 
Makassar misalnya, di sepanjang jalan Somba Opu didominasi pedagang yang 
mayoritas Etnis Tionghoa atau keturunan Tionghoa, seperti menjual perlengkapan 
dan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan kesehatan, bangunan, 
elektronik, hotel, pakaian, dan bengkel. Di sisi lain terjadinya  diaspora etnis 
Tionghoa di Sulawesi-Selatan hampir ada disetiap Kabupeten kecuali di 
Kabupaten Jeneponto.
4
 
                                                          
3
“Rendhy Sukma jaya”, dominasi-etnis-cina-dalam-kegiatan,  No 3, Juli, 2O12:  hal.1-2. 
4
 Ety Gustin Merdeka Waty, Oreientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar, ( 
Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2O16),  hal. 14. 
 
 
 
 
Menurut Patta Hindi di Kabupaten jeneponto tidak akan mudah 
menemukan pedagang yang berasal dari  Etnis  Cina/Tionghoa
5
. Tidak ada  
penjelasan yang memadai mengapa orang Cina/Tionghoa tidak tertarik melakukan 
aktivitas ekonomi di Jeneponto. Ataukah karena dilarangnya masuk oleh 
masyarakat Jeneponto sehingga tidak ada aktivitas perekonomian oleh orang-
orang Cina/Tionghoa. Sehingga sulit menemukan orang Cina/Tionghoa yang 
berdagang di Jeneponto. Ada kecendurungan pemerintah Jeneponto tidak 
membuka akses bagi orang-orang Cina/Tionghoa untuk beraktivitas ekonomi. Hal 
ini dilakukan sebagai bentuk proteksi atau
 
perlindungan
 
ekonomi bagi  masyarakat 
lokal Jeneponto. Sebagian besar unit-unit usaha yang dikelola masyarakat 
jeneponto berkutat pada sektor pertanian.
6
 
Hal ini juga tampak di era pemerintahan Radjamilo pada periode pertama 
tidak ada akses orang Cina/Tionghoa untuk berdomisili atau beraktivitas ekonomi 
karena dianggap akan menghambat pranata perekonomian dan aspek  sosial  
masyarakat Jeneponto, sehingga pemerintah menolak hadirnya etnis Tionghoa 
untuk melakukan aktivitas ekonomi.  
Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sudirman Sijaya Selaku Anggota 
DPRD. 
“Dulu masyarakat Jeneponto sangat melarang keras Etnis Cina masuk di 
Jeneponto karena dianggap akan menganggu kehidupan sosial terkhususnya  
budaya yang dimiliki, sehingga pada pemerintah Radjamilo di periode I tidak ada 
orang Cina membangun perusahaan karena masyarakat setempat menganggap 
                                                          
5
 Patta Hindi, Jeneponto, Masyarakat Dan Kebudaaannya, Jurnal Intenasinal,Vol. 01,No. 
03. Maret  : 2016  hal, 16 
6
 Patta Hindi, Jeneponto, Masyarakat Dan Kebudaaannya, Jurnal Intenasinal,Vol. 01,No. 
03. Maret  : 2016  hal, 16. 
 
 
 
 
akan mengganggu budaya yang dimiliki. selain itu kekewatiran masyarakat akan 
di kuasai perekonomian yang dimiliki masyarakat Jeneponto sehingga tidak ada 
ruang bagi etnis Cina beraktivitas ekonomi pada masa pemerintahan Bapak 
Radjamilo”.7 
 
Dari penjelasan Bapak Sudirman Sijaya di atas sangat jelas bahwa dalam 
penolakan etnis Tionghoa masuk di Jeneponto dianggap akan menganggu budaya 
dan ekonomi yang dimiliki masyarakat Jeneponto sehingga pada era pemerintahan 
Radjamilo di periode I tidak ada ruang bagi etnis Tionghoa. Hal serupa yang 
dikatakan oleh Bapak Asdin Basoddin selaku Anggota DPRD Jeneponto, bahwa 
 ”Eksistensi budaya di Jeneponto memang sangat anti orang Kristen 
terkhusus orang Cina, sehingga pemerintah yang dulu tidak memberi ruang bagi 
orang Cina karena dianggap akan mengganggu budaya, di sisi lain penolakan 
terhadap orang-orang Cina dikhawatirkan akan menjadi  penguasa dalam sektor 
ekonomi dan pemerintahan”8. 
 Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Asdin Basoddin 
selaku Anggota DPRD Jeneponto di atas, semakin memperkuat pendapat dari 
Sudirman Sijaya akan bentuk penolakan kehadiran etnis Tionghoa di Kabupaten 
Jeneponto, sekaligus sebagai bentuk pernyataan sikap yang mewakili masyarakat 
Jeneponto untuk tetap menjaga kelestarian dan kemurnian budaya Masyarakat 
Jeneponto. 
Tetapi di periode II pada era pemerintahan Radjamilo, akses 
perekonomian bagi Etnis Tionghoa mulai dibuka  seiring dengan berdirinya 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Punagaya tahun 
2011, sehingga di era pemerintah sekarang yang di pimpin oleh Bapak Iksan 
                                                          
7
 Sudirman Sijaya Selaku DPRD Jeneponto, Wawancara, di Gedung DPRD, 1 Februari, 
pukul 10-12 Sampai  11-31 WITA 
8
 Asdin Basoddin Selaku Anggota DPRD Jeneponto, Wawancara, di Gedung DPRD, 31  
Januari Pukul 09-12 Sampai 10-00 WITA 
 
 
 
 
Iskandar, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga Negara Asing selaku 
tenaga ahli pada PLTU, yang berasal dari Etnis Tionghoa masih berlangsung. 
Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang telah dikatakan 
sebelumnya oleh Bapak Sudirman Sijaya serta Bapak Asdin Basoddin selaku 
pejabat pemerintah Daerah Jeneponto. Namun di satu sisi menurut Bapak Syamsil 
Lili selaku Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi mengatakan bahwa,  
“pembangunan PLTU di Desa Punagaya Jeneponto, merupakan langkah 
awal untuk memajukan dan meningkatkan  pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Jeneponto, yang di kemudian hari diharapkan dengan berdirinya 
PLTU di desa Punagaya di Jeneponto dapat salah satu lapangan kerja yang 
nantinya dapat mengurangi tingkat pengangguran di Jeneponto dengan 
memberdayakan masyarakat Jeneponto dan desa Punagaya pada khususnya 
sebagai tenaga kerja di dalamnya”. 9 
Tentunya ini tidak akan menjadi ancaman besar akan ketakutan 
masyarakat dan pemerintah setempat terkaitnya masuknya warga Etnis Tionghoa 
yang dapat menguasai system perekonomian serta pemerintahan ketika pmerintah 
setempat membatasi setiap warga Etnis Tionghoa yang datang ke Jeneponto hanya 
sebagai Tenaga Ahli operasional penyelenggara pembangunan infrastruktur di 
Jeneponto. Mengingat kondisi Sumber Daya Manusia di Jeneponto akan Tenaga 
Ahli yang kompeten dalam bidang pembangunan dan infrastruktur masih sangat 
minim maka tidak salah kiranya ketika Pemerintah Daerah Jeneponto membuka 
ruang untuk warga Etnis Tionghoa membantu membangun infrastruktur di 
Jeneponto yang diharapkan dengan berdirinya beberapa infrastruktur-infrastruktur 
yang ada dapat memajukan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. 
                                                          
9
 Syamsil Lili, Kepala Disnaker Jeneponto, Wawancara, di Kantor Disnaker, 1, Februari, 
Pukul 09-00 Sampai 10-02 WITA. 
 
 
 
 
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Punagaya yang seolah 
sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kejra 
dan Transmigrasi. Menurut Kepala Desa Punagaya, 
 “tena ja na anggapa punna jokala tau cinayya antama mae  rikamponga. 
Assala tenaja mae a’daggang nampa ero todo ammarenta ri anne desayya”10. 
(“Tak mengapa jika warga etnis Tionghoa datang ke desa ini, asalkan 
mereka tidak berdagang dan memerintah di Desa ini”). 
 
Sangat jelas di atas bahwa kehadiran warga Etnis Tionghoa di Jeneponto 
pada umumnya dan Desa Punagaya pada kususnya diperbolehkan, selama mereka 
hanya sebatas sebagai Tenaga Ahli dalam pembangunan PLTU di Desa Punagaya, 
dan itu tentunya bukan merupakan ancaman selama mereka tidak dilibatkan dalam 
peran-peran sentral perekonomian Desa Punagaya  
Tindakan pemerintah yang membuka akses atau kesempatan bagi etnis 
Tionghoa untuk beraktivitas ekonomi, jika dipandang dalam relasi sosial dapat 
dikaitkan dengan Firman Allah. Dalam surah Al-hujurat ayat 13  berfirman. 
  َىَۡقلَخ اَّوِإ ُساَّىلٱاَهَُّيأ
َٰٓ  َي َِلئَٰٓ َابَقَو اٗبُىعُش ۡمُك  َىَۡلعَجَو  َىثُوأَو ٖرََكذ ه ِّم مُك
 ٞريِبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ َِّنإ ْۚۡمُك  ىَقَۡتأ ِ َّللَّٱ َدىِع ۡمُكَمَرَۡكأ َّنِإ 
ْْۚا َُٰٓىفَرَاَعتِل٣١  
Terjemahannya: 
13.  Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
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orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.
11
 
Terkait dengan penegasan ayat di atas pemerintah tidak boleh membatasi 
bagi suku yang ada terkhususnya bagi suku etnis Tionghoa untuk beraktivitas 
ekonomi di Kabupaten Jeneponto. Di sisi lain ketika dipandang dari relasi 
sosialnya, sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal etnis  
dan suku yang beragam, sehingga pemerintah tidak perlu bersikap atau bertindak 
diskriminatif di antara etnis yang ada. 
Selain ayat di atas, di ayat lain juga dijelaskan tentang kedudukan seluruh 
etnis tidak ada batasan di setiap Negara karena sesungguhnya manusia sama di 
hadapan Allah SWT, sebagai mana dalam Qs Ar Rum:22: 
 َۡلأ ُف  َِلتۡخٱَو ِضَۡرۡلۡٱَو ِت  َى  َمَّسلٱ ُقۡلَخ ِۦِهت  َياَء ۡهِمَو ْۚۡمُِكو  َىَۡلأَو ۡمُِكَتىِس
 َهيِمِل  َعۡل ِّل ٖت  َيََٰٓلۡ َكِل
 َذ ِيف َّنِإ٢٢  
Terjemahannya: 
22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada 
yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui.
12
 
Ayat tersebut menyebutkan bahwa adanya perbedaan bahasa dan warna 
kulit itu salah satu kekuasaan Allah Swt, terbentuk sebuah bangsa salah salah satu 
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wadah saling kenal mengenal. Maka Pemerintah harus netral setiap etnis untuk 
membuka ruang untuk beraktivitas perekonomian terutama di Kabupaten 
Jeneponto. Disisi lain dijelaskan pula dalam Hadits Rasulullah Saw, kedudukan 
pemerintah dalam mengambil keputusan, karena memutuskan suatu keputusan 
bukan karena etnisnya atau agamanya sehingga tidak diskriminatif diantara etnis 
yang di setiap daerah. Seperti yang dijelaskan. Kedudukan seorang manusia 
dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw. 
                                                                                                  
                                            
Artinya: 
bagaimana pendapatmu jika kami membai’at engkau atas perkara 
(kekuasaan) engkau, kemudian Allah memenangkan engkau atas orang yang 
menyelisihi engkau, apakah perkara (kekuasaan) itu menjadi milik kami 
sepeninggal engkau nanti? Rasul menjawab: perkara (kekuasaan) itu (urusannya) 
kembali kepada Allah, Dia memberikannya kepada yang dikehendaki-Nya.
13
 
 
Kehadiran warga Negara asing dari Negara Cina di (PLTU) di Desa 
Punagaya Kabupaten Jeneponto selaku tenaga ahli, maka disisi lain menjadi 
masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Jeneponto, hal ini dianggap dapat 
menganggu pranata kehidupan ekonomi dan budaya kearifan lokal masyarakat 
pribumi Jeneponto.  
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G. Perizinan Masuknya TKA ke Indonesia 
Perizinan 
masuknya
 TKA di indonesia terkhususnya Sulawesi-selatan terutama 
di Kabupaten Jeneponto tertuang dalam kitab Konstitusional Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Ketenaga 
Kerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang cara penggunaan 
Tenaga Kerja Asing,  dalam pasal 1 ayat (1) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 
disingkat TKA, adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud 
bekerja di wilayah indonesia.  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( kemenakertrans) mencatat 
jumlah Tenaga Kerja Asing ( TKA ) asal Cina yang bekerja di indonesia pada 
tahun 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang.  Kepala Subdit Perizinan Tenaga 
Kerja Asing kemenakertrans, jumlah Tenaga Kerja Asing dari Cina tersebut 
terbanyak dibandingkan Tenaga Kerja Asing yang lain yang bekerja di indonesia. 
Tenaga Kerja Asing asal Cina yang terbesar di indonesia tahun 2016 terbesar. 
Sebenarnya mulai dari tahun 2012 Tenaga Kerja Asing asal Cina yang bekerja di 
indonesia. Pada tahun 2016, sebanyak 74. 183 Tenaga Kerja Asing yang bekerja 
di indonesia. Rinciannya, sebanyak 21. 271 Tenaga Kerja Asing asal dari Cina, 
12. 490 Tenaga Kerja Asing asal Jepang, 8. 424 Tenaga Kerja Asing asal Korea 
Selatan, dan 5. 059 Tenaga Kerja Asing asal India. Kemudia 4.138 Tenaga Kerja 
Asing asal Malaysia, 2. 812 Tenaga Kerja Asing asal Amerika Serikat, 2. 394 
Tenaga Kerja Asing asal Thailand.  
 
 
 
 
Dari berbagai Tenaga Kerja Asing di Indonesia TKA asal Cina yang paling 
banyak bekerja sebagai professional di Indonesia
14
. 
Dalam konstitusional Undang-Undang Dasar 1954 jelas bahwa perizinan 
Tenaga Kerja Asing di indonesia berlandaskan aturan pusat. Sehingga pemerintah 
Daerah menerimah TKA di Daerah masing-masing terkhususnya di Kabupaten 
Jeneponto. Pemerintah Daerah hanya memperketat visa setiap TKA yang berkerja 
di PLTU Jeneponto. Seperti yang di kemukakan oleh kepala Disnaker Jeneponto, 
Bapak Syamsil Lili. 
“Kedatagan TKA di Jeneponto melalui kebijkan pemerintah pusat dan 
pemerintah provensi. Pemerintah Daerah hanya memperketat Visa setiap TKA 
yang terdaftar selaku tenaga kerja ahli di PLTU . supaya  semua TKA hurus 
legal”15 
Dari penjelesan di atas sangat jelas perizinan terhadap Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Jeneponto selaku tenaga kerja ahli di PLTU Desa Punagaya akan 
diawasi oleh Dinas Sosial yang di tinjau dari peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Asing Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang tata 
cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bahwa kebijakan penerimaan TKA melalui 
kebijakan Pusat. Pemerintah Daerah hanya mengontrol visa setiap TKA yang ada. 
 Untuk memperjelas cara pengurusan dan prosedur kerja TKA, berikut ini 
kami paparkan beberapa panduannya. 
1. Badan hukum. 
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Tidak sembarang perusahaaan bisa memperkerjakan TKA. 
Berdasarkan ketentuan, pemeberi kerja yang akan menggunakan yakni, 
instansi pemerintah, badan-badan internasional, kantor-kantor dan 
perusahaan. 
2. Larangan jabatan untuk TKA. 
Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemberi kerja yang akan 
menggunakan TKA harus memperhatikan mengenai jabatan-jabatan 
yang untuk TKA, karena ada beberapa jabatan yang berlaku untuk 
diduduki oleh TKA dan standar kompetensi yang berlaku. Keputusan 
menteri tenaga kerja No.40 Tahun 2012, Jabatan untuk dipekerjakan 
oleh TKA misalnya, direktur personalia, manager personalia dan 
manager hubungan industrial. 
3. Ketentuan pendampingan pendidikan dan pelatihan. 
Hakikat pendampingan adalah terjadnya peralihan pengetahuan dan 
teknologi dari TKA ke warga Negara Indonesia. Harapannya, keahlian 
yang tadi dilakoni TKA selanjutnya bisa dilakukan oleh kita. Untuk itu 
pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Negara Indonesia 
sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih 
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Disamping itu 
pemberi kerja harus melaksanakan pendidikandan pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang 
diduduki oleh TKA. 
4. Kriteria. 
 
 
 
 
Adapun mengenai TKA yang akan direkrut oleh pemberi kerja wajib 
mememnui persyaatan yang telah ditentukan oleh peraturan yang 
berlaku. TKA yang akan bekerja harus memenuhi kriteria di dalam 
memiliki kependidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan 
didudukioleh TKA dan memliki konferensi yang dibuktikan dengan 
sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan 
yang akan diduduki TKA paling kurang 5 tahun. 
Mereka juga harus siap membuat pernyataan untuk berpindah 
keterampilannya ke tenaga kerja indonesia pendamping (latar belakang 
bidang pendidikan pendamping yang sesuai dengan jabatan yang akan 
diduduki TKA). Dan harus bisa berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia. 
Namun pernyataan bagi TKA seperti latar belakang pendidikan, 
sertifikasi tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia pendamping dapat 
dikecualikan bagi TKAyang akan dipekerjakan untuk jabatan 
komisaris, direksi, dan pekerjaan yang bersifat sementara. 
5. Dasar hukum. 
a). undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
b). peraturan menteri ketenagakerjaan No.16 tahun 2016 tentang tata 
cara penggunaan TKA dengan peraturan menteri ketenaga kerjaan 
No.35 Tahun 2015,tentang perubahan atas peraturan menteri ketenaga 
kerjaanNo.16 Tahun 2016 tentang tata cara penggunaan TKA. 
 
 
 
 
 
1. Pasal 1 ayat 1, peraturan meneri ketenaga kerjaanNo.16 Tahun 
2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing oleh 
peraturan menteri ketenaga kerjaan No.35 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas peraturan menteri ketenaga kerjaan No.16 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA (PERMENAKER 
16/2015). 
2. Pasal 36 ayat 1 PERMENAKER 16/2015 pasal 36 ayat 2 
PERMENAKER 16/2015. 
3. pasal 36 ayat 2 PERMENAKER 16/2015 
4. Pasal 42 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan 
(UU Ketenaga kerjaan). 
5. Pasal 46 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. 
6. Pasal 42 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. 
7. Pasal 185 ayat 1 UU ketenagakerjaan. 
8. Pasal 59 ayat 1 Permenaker 16/2015 
9. pasal 59 ayat 2 Permenaker 15/201516. 
Dari data di atas sudah jelas tentang peraturan kementerian Ketenaga 
Kerjaan tentang TKA bahwa setiap Warga Negara asing yang akan dipekerjakan 
sebagai tenaga kerja di Indonesia harus melewati beberapa tahapan-tahapan dan 
tata cara penerimaan Tenaga Kerja Asing, yang tentunya semuanya diatur dalam 
Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan hal itu yakni, 
menteri tenaga kerja dan Transmigrasi, terkhususnya pada pemerintah daerah 
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Kab. Jeneponto. Agar tercipta sinkronisasi pemerataan dalam pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia dari segi pemanfaatan tenaga lokal indonesia dan juga 
tenaga kerja asing. 
Berdasarkan uraian diatas maka tertarik mengangkat judul “Pergeseran 
Kebijakan Pemerintah Dan Respon Masyarakat Terhadap Etnis Tionghoa” 
Studi Kasus Kehadiran Tenaga Kerja Asing Di PLTU Desa Punagaya, 
Kecematan Bangkala, Kab.Jeneponto. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan antara lain: 
1. Apa Yang Menyebabkan Pemerintah Membuka Akses Bagi Etnis 
Tionghoa Untuk Melakukan Aktivitas Ekonomi Di Jeneponto 
Khususnya di PLTU Desa Punagaya? 
2. Bagaimana Respon Masyarakat Jeneponto terkait Masuknya Etnis 
Tionghoa Selaku Tenaga Kerja Ahli  Di PLTU Kab. Jeneponto ? 
C. Tujuan penulisan  
Dalam penelitian tentang pergeseran persepsi pemerintah jeneponto 
Daerah terhadap etnis cina, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara 
laian:  
1. Tujuan Penulisan 
1.1 Tujuan umum  
Tujuan umum penelitian adalah untuk mengatahui bentuk pergeseran 
kebijakan penerimaan pemerintah Jeneponto dan respon masyarakat  
 
 
 
 
terhadap keberadaan orang asing terkhusus etnis Tionghoa (Cina) di 
Jeneponto. 
1.1 Tujuan khusus 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, 
adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 
a. Untuk mengatahui apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran 
kebijakan pemerintah Jeneponto terhadap Etnis Tionghoa (Cina). 
b. Untuk mengatahui bagaimana respon masyarakat Jeneponto  hadirnya 
tenaga kerja asing di PLTU. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Akademik 
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi 
didalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial pada 
umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama terkait dengan 
pembahasan mengenai pergeseran kebijakan pemerintah Jeneponto 
dan respon masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Kabupaten 
Jeneponto Kecamatan Bangkala Desa Punagaya. 
b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti 
berikutnya yang juga akan meneliti seputar informasi pergeseran 
persepsi pemerintah jeneponto terhadap etnis tionghoa di 
kabupaten jeneponto kecamatan bangkala desa punagaya. 
2. Manfaat Praktis 
 
 
 
 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 
bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami 
akan besar dan pentingnya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat 
Jeneponto untuk melihat fenomena yang terjadi dilingkungan Desa 
Punagaya hadirnya etnis Tionghoa selaku tenaga ahli di PLTU. 
b. Dan juga dapat menjadi bahan pendidikan moral sekalipun contoh 
panutan bagi tempat lain dalam hal bersenergi dan kerjasama 
antara masyarakat dan pemerintah dalam hubungan kemitraan 
dengan maksud untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Karya terdahulu berdasarkan pokok permasalahan yang penulis 
paparkan, merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi penulis dan 
masyarakat untuk mendapatkan pengatahuan yang lebih real dari permasalahan 
ini. 
Untuk lebih jelasnya penulis dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi 
referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih 
berkualitasnya skripsi ini, yaitu sebagai berikut:  
1. Skripsi Farid Muzakky, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul “ Intraksi Sosial Etnis 
Tionghoa Dengan Masyarakat Pribumi Kota Yogyakarta” Tahun 2016. 
Penelitian ini berfokus pada proses intraksi Etnis Tionghoa terhadap 
 
 
 
 
Pribumi. Dengan menggunakan metode Kualitatif. Penelitian sekarang 
lebih berfokus pada peran pemerintah terhadap adanya etnis Cina di 
jeneponto. Kesamaannya adalah kedua penelitian ini mengunakan 
metode kualitatif
17
. 
Penelitian ini hanya menganalisa pola intraksi antara Etnis Tionghoa 
dengan Masyarakat Pribumi yang bersifat asosiatif, yaitu suatu proses intraksi 
yang mengidentifikasikan adanya gerakan pendekatan. Kekurangan penelitian ini 
belum mengkaji lebih dalam aspek ekonominya dan konflik sosialnya. 
2. Skripsi Ety Gustin Merdeka Waty, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul “ Orientasi 
Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar”. Pada penelitian ini 
menjelaskan tentang partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam pemilu di 
Kota Makassar, dimana penelitian menggunakan metode kualitatif. 
Penelitian sekarang menjelaskan tentang gambaran umum di Kabupaten 
Jeneponto tentang adanya Etnis Cina menjadi Tenaga ahli di suatau 
perusahan ( PLTU ) dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif.
18
 
Penelitian hanya pada aspek politik dalam pemilu, yang menjadi 
kekurangan pada penelitian ini belum mengkaji lebih dalam pengaruh ekonomi 
untuk mencapai kekuasaan. 
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3. Skripsi Indra Cahyono, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, 
Ikip PGRI Semarang. Dengan judul “Upaya Masyarakat Etnis 
Tionghoa Dalam Melestarikan Tradisi Cap Go Meh Di Pecinan 
Semarang” tahun 2011. Penelitian ini untuk mengatahui salah satu 
budaya  Cap Go Meh Tionghoa di semarang, penelitian ini mengunakan 
metode penelitian kualitatif. Penelitian sekarang adalah sebagaimana 
dengan metode kualitatif untuk mendekskripsikan tentang kebebasan 
tenaga kerja orang asing dan pengaruh pranata sosial di Kabupaten 
Jenponto.
19
 
Penelitan ini hanya berfokus dengan menganalisa pelestarikan tradisi Cap 
Go Meh, menjadi kekurangan penelitian ini yang pertama hanya membahas 
pelestarian Tradisi saja, tidak sepenuhnya membahas dampak terhadap etnis 
pribumi . 
4. Skripsi Daud Nurcahyo, Fakultas Keguruan Dan Ilmu pendidikan, 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan judul “Kebijakan Orde 
Baru Terhadap Etnis Tionghoa” tahun 2016. Berdasarkan penelitian 
terdahulu mengambarkan tentang latar belakang munculnya kebijakan 
Orde Baru Terhadap etnis Tionghoa, dengan menggunakan metode 
kualitatif untuk lebih mudah mendekskripsikan kondisi social yang 
dialami. Penelitian sekarang adalah metode yang digunakan kualitatif 
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untuk mengambarkan keadaan masyarakat social di Kabupaten 
Jeneponto
20
.  
penelitian ini hanya befokus menganalisa kebijakan pemerintah terhadap 
etnis Tionghoa. Yang menjadi kekurangan penelitian ini belum mengkaji lebih 
dalam dampak negatif ketika etnis tionghoa mempunyai hak bebas misalnya, 
dalam bidang politik, ekonomi dll.  
5. Skripsi Dian Arisetya, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 
Universitas Lampung, dengan Judul “Persepsi Etnis Tionghoa sebagai Kelompok 
Minoritas Terhadap Etnis Non Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme” tahun 
2015. Berdasarkan ini sejauh mana sebagai kelompok minoritas dalam partisipasi 
politik dan perekonomian di Kelurahan Metro, penelitian ini mengunakan metode 
kualitatif dalam mendekskripsikan kelompok minoritas. Penelitian sekarang yang 
di gunakan metode Kualitatif untuk mengatahui envestasi perekonomian etnis 
Cina di Jeneponto
21
 
Penelitian ini mengkaji partisipasi etnis minoritas dalam politik dan 
ekonomi. Menjadi kekurangan penelitian ini belum mengkaji lebih dalam dampak 
negatifnya ketika etnis Tionghoa menjadi penguasa. 
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Dari kelima penelitian  yang ada di atas adapun yang menjadi keunggulan 
penelitian ini adalah belum ada yang meneliti lebih mendalam tentang pergeseran 
kebijakan pemerintah Jeneponto dan respon masyarakat terhadap Etnis Tionghoa 
selaku tenaga ahli di perusahaan PLTU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIK 
A. Teori  
1.  Persepsi 
Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses 
hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal 
yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan 
informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya 
pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang 
dari individu. 
a. Proses Terbentuknya persepsi 
Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui 
suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera 
manusia (sensory receptor) sebagai bentuk sensation. Sejumlah besar sensation 
yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi 
penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan 
sikap.
22
 
b. Faktor yang mempengaruhi persepsi 
Sekarang kita juga akan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi 
persepsi: 
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a) Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang 
karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan 
apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. 
b)  Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal 
membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak 
sesuai dengan apa yang ia harapkan. 
c) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan 
pengalaman yang telah dialaminya, Hal ini jelas mempengaruhi 
persepsi seseorang.
23
 
Teori persepsi diatas sangat terkait dengan penelitian ini, karena 
pemerintah dulu tidak membuka akses ekonomi bagi warga Negara asing yaitu 
etnis tionghoa, seiring dengan berkembangnya zaman sehingga pemerintah telah 
memberikan kesempatan bagi warga Negara asing etnis Tionghoa dari Negara 
cina untuk bekerja selaku tenaga ahli PLTU. 
2. Kekuasaan 
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisi kepada 
Negara yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk 
mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya 
dikuasai oleh Negara, suatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, 
karena kekuasaan adalah suatu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada 
kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara 
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berbagai kekuatan, terjadi secara muktlak dan tidak tergantung dari kesadaran 
manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-
mana dan disana terdapat system, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini 
tidak dating dari luar, melainkan kekuasaan menetukan susunan, aturan dan 
hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.
24
 
Foucault melihat relasi pengatahuan dan kekuasaan sangat erat, dimana dia 
melihat pengatahuan adalah kekuasaan. Dimana dalam konsep dikursus ( yaitu 
berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan 
pernyataan-pernyataan yang berarti pada satu rentang historis tertentu), sebagai 
gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan 
diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan terkait dengan pengatahuan. 
Oleh sebab itu, kekuasaan itu tersebar dan dating dari mana-mana.
25
  
Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. 
Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup dan kebebasan, baik terhadap 
bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar. Orang memberikan hak-hak alamiah 
kepada masyarakat, tetapi tidak semuanya. 
26
 
Dari teori diatas sangat terkait dengan penelitian ini bagaimana kekuasaan 
pemerintah untuk memutuskan bagi warga Negara asing masuk di jeneponto. 
Kebijakan  pemerintah terhadap etnis Tionghoa menjadi tenaga kerja ahli di 
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PLTU. salah satu kesempatan besar bagi etnis Tionghoa  untuk membangun 
ekonomia dan menganggu pranata sosial dan unit-unit usaha yang dikelola oleh 
masyarakat Jeneponto.   
3. Pengambilan keputusan 
Dalam buku Dasar-Dasar ilmu politik mengkaji tentang pengambilan 
keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pemilihan diantara 
beberapa alternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan ( decision making 
) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan yang tercapi. Pengambilan 
keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan 
yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. 
27
 
Keputusan- keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula 
menyangkut kebijakan-kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil 
dari suatu proses mengambil keputusan, yaituh memilih beberapa alternative yang 
akhirnya ditetapkan sebagi kebijakan pemerintah. Misalnya jika indonesia 
memutuskan untuk memberikan prioritas kepada pengembangan pertanian ( 
seperti dalam pelita 1), maka hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil 
sesudah mempelajari beberapa alternative lain misalnya memprioritaskan 
pendidikan atau memprioritaskan industry.
28
 
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang 
pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 
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mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan 
itu mempuyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek 
kebijakan umum ( public policy, beleid) menanggap bahwa setiap masyarakat 
mempuyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai bersama 
melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu di tentukan rencana-rencana yang 
mengikat, yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwewenang. 
Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi lebih luas ruang lingkupnya dan 
juga mencakup gejala-gejala social seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, 
organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer, pendekatan ini lebih dinamis dari 
pada pendekatan institusional karena memperhatikan proses.Dalam ilmu politik 
memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau 
masyarakat.Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hokum semata-mata, 
dan tidak pula pada Negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relative 
baru.
29
 
Teori diatas sangat terkait dengan penelitian ini, keputusan pemerintah 
membuka ruang bagi etnis Tionghoa untuk beraktivitas ekonomi di Jeneponto 
4. Teori Desentralisasi 
1. Desentralisasi 
Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat 
kepemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.Hal ini 
yang dimaksud dengan sebegian urusan dapat diserahkan pemerintah pusat 
kepemerintah daerah. Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintah kepada 
                                                          
29
 Miriam Bodiardjo, Dasar-Dasar Politik Ilmu poliik, PT,Gramedia Utama, Anggota 
IKAPI, Jakarta, 2008, hal 19-20. 
 
 
 
 
pihak eksekutif sehingga pemerintah daerah lalu membangun dinas-dinas sebagai 
urusan yang diserahkannya, sedangkan aturan daerah dapat dibuat sendiri oleh 
pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislative daerah atau dewan 
dewan perwakilan rakyat daerah.Keberadaan lembaga legislative daerah dan 
eksekutif daerah inilah yang kemudian mengurus dan mengatur daerahnya 
sendiri.
30
 
Desentralisasi merupakan sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini desentralisasi merupakan 
suatu upaya pemberian kekuasaan (wewenang) dan tanggung jawab yang lebih 
besar dalam perencanaan dan pelaksanaan kepada pemerintahan daerah, serta 
memindahkan fungsi-fungsi politik dan administrasi dari pemerintahan pusat ke 
daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan partisipasi dan efesiensi.
31
 
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan bersamaan dengan 
penyelenggaraan otonomi desa atau disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara kesatuan republic indonesa (pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 tahun 2004). 
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, 
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partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa 
atau pada kesatuan masyarakat hukum adat merupakan otonomi asli (otonomi 
bawaan), dimana wilayah laut merupakan petuanan (ulayat) darin kesatuan 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, wilayah ulayat ( 
petuanan) peserta potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya dari 
desa/atau kesatuan masyarakat hokum adat tersebut bagi perwujudan kesejahtraan 
masyarakat.  Otonomi daerah sebagai prinsip berartin menghormati kehidupan 
ragional menurut riwayat adat istiadat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar  
Negara kesatuan.
32
 
Teori diatas sangat terkait dengan penelitian ini, konsep desentralisasi 
sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga membuka akses ekonomi 
bagi Etnis Tionghoa di Jeneponto dan selaku Tenaga kerja di PLTU. 
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B.  Kerangka Konseptual 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 
menganalisis ditekankan pada proses penyimpulan proses deduktif dan induktif 
serta analisis terhadap dinamika hubnungan antar fenomena yang diamati dengan 
menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian kualitatif 
yaitu prodesur penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 
maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 
diteliti
33
 
Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama, 
penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 
ganda: kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dan informan; ketiga, metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman 
terhadap pola-pola ini dan perilaku yang dihadapi. 
Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan 
perilaku yang diamati dari orang-orang ( subjek itu sendiri ).  
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Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 
bertolak pada teori saja. Melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. 
Dalam penelitian, metode kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana 
pergeseran persepsi pemerintah jeneponto terhadap etnis tionghoa. 
2. Lokasi penelitian 
Adapun lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Desa Punagaya, dengan pertimbangan bahwa 
Kabupaten Jeneponto merupakan tujuan utama para pekerja tenaga kerja asing 
terkhususnya di PLTU. 
B. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh dari pemerintah Daerah, kepala Desa, Tokoh 
masyarakat, dan pekerja masyarakat pribumi di PLTU. Selain itu, sumber data 
yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain: 
1. Data primer (primary data), yaitu data emperik yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. 
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
2. Data sekunder ( secondary data ), yaitu data penelitian yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) 
atau digunakan oleh lembanga lainnya yang bukan merupakan 
mengelolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian 
 
 
 
 
tertentu.
34
 Data sekunder dalam penelitian didapatkan dari situs-situs 
institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan 
kajian peneletian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal dan artikel 
yang terkait dengan pembahasan penelitian. 
C.  Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode 
pengamatan yang umumnya dalam penelitiaan kualitatif seperti: 
a. Observasi, yakni metode pengumpulan data yang di gunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung 
terhadap objek yang teliti.
35
 Oleh karena itu metode observasi ini peneliti 
gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja yaitu untuk 
melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data 
yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Observasi yang dilakukan 
berupa melihat rutinitas aktivitas kerja buruh di PLTU desa Punagaya. 
 
b. Metode Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang 
dalam penelitian yang merupakan elemen penting dalam proses 
penelitian.
36
 Wawancara dapat diartikan sebagai cara mendapatkan 
informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara tertatap 
muka ( face to face ). Peneliti juga akan melakukan wawancara secara 
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mendalam dengan informasi kunci orang-orang yang mempuyai 
pengatahuan luas dan mendalam tentang keberadaan tenaga kerja asing 
yang dapat memberikan data yang berharga. 
c. Metode Pustaka, (library research) yakni metode yang penulis gunakan 
untuk mengumpulkan data lewat bahan –bahan bacaan dari referensi 
berupa buku-buku, media massa lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan skripsi ini. 
d. Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variable-
variabel berupa catatan transkip, buku, dokumen rapat atau catatan 
harian.
37
 Metode ini digunakan dalam rangka mencari referensi tembahan 
dan menguatkan hasil kajian seperti halnya dalam penelitian ini. 
D. Instrument Penelitian  
Selain kualitas pengumpulan data , kualitas instrument penelitian sangat 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Karena instrument penelitian yang baik 
akan menghasilkan data yang valid. Instrument adalah alat bantu yang digunakan 
dalam mengumpulkan data. Instrument penelitian bermanfaat untuk memperoleh 
kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam peneliian kualitatif, menjadi 
instrument utama adalah peneliti sendiri.
38
 Meskipun peneliti sendiri sebagai 
instrument utama tetapi dalam penelitian ini alat bantu diperlukan sebagai 
panduan penelitian, misalnya pedoman wawancara,buku catatan peneliti, 
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teknologi ( handpone ) sebagai alat komunikasi sekaligus perekam sehingga 
diperoleh data objektif . 
E. Metode  Pengolahan dan Analisa Data 
Adapun metode pengolahan dan analisa data dalam penelitian adalah: 
1. Reduksi data ( data reduction ) 
Reduksi data merupakan proses memilih, memilih mengabstraksikan dan 
mentransformasikan data mentah (raw data) yang diperoleh dari lapangan.
39
 
Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir. 
Fungsi reduksi data adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perluh, dan mengorganisasikan sehingga interpertasi bisa 
tertarik. Reduksi data adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aalisis. Reduksi 
data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara 
dari informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi 
suatu jawaban dalam penelitian ini. 
2. Penyajian Data (data suplay)  
Data dalam penyajian adalah tahap kedua telah dilakukan reduksi data, yaitu 
menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan
40
. Hal ini 
dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian 
dilakukan dengan mengolompokkan hal-hal yang serupa menjadi sutu atau 
beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis. 
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3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (conclution drawing/verification) 
Langkah yang dilakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan selama dalam 
penelitian. Namun demikian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
saat peneliti dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang valid
41
. Hal ini untuk menyimpulkan data yang valid karena 
didukung oleh bukti-bukti yang valid saat melakukan penelitian dilapangan. 
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BAB IV 
 HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Kab. Jeneponto  
a. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto 
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi 
Sulawesi selatan dengan Letak Geografi dan Luas Wilayah terletak antara 5'23'12'' 
– 5'42'1,2'' Lintang Selatan dan 119'29'12'' – 119'56'44,9'' Bujur Timur. 
Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten 
Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di 
sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi 
yang meliputi 11 kecamatan, yaitu:
42
 
a. Kecamatan Bangkala 
b. Kecamatan Batang 
c. Kecamatan Kelara 
d. Kecamatan Binamu 
e. Kecamatan tamalatea 
f. Kecamatan Bontoramba 
g. Kecamatan Rumbia 
h. Kecamatan Turatea 
i. Kecamatan Tarowang 
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j. Kecamatan Arungkeke 
k. Kecamatan Bangkala Barat 
b. Keadaan Iklim 
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim 
kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai Bulan April, 
sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan 
Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan type iklim D3, E4 dan C2. 
Dengan rincian sebagai berikut: (1) Tipe iklim D3 dan E4 meliputi seluruh 
wilayah kecamatan, kecuali wilayah kecamatan Kelara bagian utara. Tipe iklim 
ini mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-6 bulan sedang bulan basah 
berkisar 1-3 bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah 
5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan. Tipe iklim ini dijumpai dengan 
ketingggian 700-1727 meter dpl yaitu pada wilayah Kecamatan Kelara dan 
Rumbia. Jumlah rata – rata curah hujan pertahun di Kabupaten Jeneponto selama 
5 (lima) tahun terakhir mencapai 1.535 mm dengan rata – rata hari hujan 92 hari. 
Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Januari dan Februari sedang curah hujan 
terendah yakni pada bulan Juli, Agustus, dan September. 
c. Kependudukan 
Berdasarkan data penduduk badan pusat statistik Kabupaten Jeneponto  
pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto sementara adalah  
392.026 ribu Jiwa, yang terdiri atas 192.384 ribu jiwa laki-laki dan 198.642 ribu 
jiwa perempuan. Dari hasil tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk 
 
 
 
 
Kabupaten Jeneponto bertumpu di Kecamatan Tamalatea dengan jumlah 64.953 
ribu jiwa disusul oleh Kecamatan Bangkala dengan jumlah 61.524 ribu jiwa. 
Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto lebih lanjut berdasarkan penjelasan diatas 
dapat kita lihat pada tebel berikut: 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto, Menurut Jenis Kelamin 
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Sumber : Profil Kabupaten Jeneponto dalam Angka tahun 2014 
No. Kecamatan 
2013 
Laki-laki Perempuan 
1 Bangkala 30.455 31.069 
2 Bangkala Barat 25.337 25.592 
3 Tamalatea 32.102 32.851 
4 Bontoramba 10.872 11.424 
5 Binamu 12.492 12.889 
6 Turatea 14.512 14.862 
7 Batang 19.071 19.565 
8 Arungkeke 16.690 17.844 
9 Tarowang 9.107 9.440 
10 Kelara 10.487 10.680 
11 Rumbia 12.259 12.426 
Jumlah 193.384 198.642 
 
 
 
 
 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 392,026 orang penduduk 
Jeneponto terdapat 193,384 jiwa dari laki-laki dan 198, 642 jiwa dari perempuan 
yang tercacat dari 11 kecamatan
43
.  
2. Gambaran Umum Desa Punagaya 
a. Sejarah Desa 
Awalnya terbentuknya Desa Punagaya pada bulan maret 1983 yang waktu 
itu masih Desa persiapan hasil dari pemekaran dari desa bontorannu.  Menjadi 3 
desa yakni desa bontorannu, desa mallasoro dan desa punagaya. Pada waktu itu 
desa punagaya dipimpin oleh kepala desa Ropu Dg buyang selama 3 tahun sampai 
desa punagaya masuk desa definitive pada tahun 1986 diadakan pemilihan kepala 
desa dan Ropu Dg Buyang kembali terpilih sampai 1993.
44
 
Yang kemudian digantikan oleh batollah kareng Narang dari tahun 1993 
samapi 2001. Pada tahun 2001 setelah batollah kareng Narang meninggal dunia 
maka diadakan pemilihan kembali dan terpilihnya Mulyadi Mustamu SH kareng 
Tinggi, yang tak lain adalah menantu batollah  kareng Narang samapai 2009 dan 
ditahun yang sama yakni pada bulan Desember 2009 dilanjutkan oleh Pangeran 
Mustamu, Kr Rani adik kandung dari Mulyadi Mustamu Kr tinggi sampai 
sekarang. 
Punagaya sendiri diambil dari nama sebatang pohon punagaya yang besar 
yang tumbuh di wilayah desa tersebut yang buahnya sering dipakai masyarakat 
untuk membuat obor dimalam hari dengan maksud dan tujuan agar masyarakat 
                                                          
43
 Pofil Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 
44
  Profil Desa Punagaya tahun Anggara 2016-2021 
 
 
 
 
desa punagaya senantiasa mempuyai semangat dalam bekerja terlebih lagi 
semangat dalam kebersamaan. Desa punagaya pada Era pemerintahan Ropu Dg 
buying dan Batollah Kr narang terdiri dari 3 dusun yakni dusun Balang toddo, 
Bonto mate’ne, dan Biring Kassi. Dan Era pemerintahan Mulyadi Mustamu Kr 
tinggi menjadi 5 Dusun yakni Dusun Baji pamae, balang Toddo,  Bonto matene, 
Kawaka dan Biring Kassi dan Era  Andi Pangeran Mustamu Kr Rani kembali 
dimekarkan menjadi 7 Dusun, Baji pamae, Balang Toddo Barat, Balang Toddo 
Timur, Bungung Labuang., Bonto Matene, Kawaka dan Biring Kassi.
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3. Kondisi Geografis 
Desa Punagaya terletak di tepi pantai selatan kabupaten  jeneponto. Desa 
Punagaya tepat berhadapan dengan laut flores yang merupakan wilayah perairan 
yang dilewati kapal-kapal niaga dan kapal-kapal besar. Karena letaknya yang 
strategis tersebut, desa ini telah dibangun satu pelabuhan besar yang mampu 
mendukung pasokan batu bara untuk perusahan listrik Negara yang pada tahun 
2011 nanti akan beroperasi.
46
 
Secara administrative, desa punagaya berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara    : Dengan jalan poros Makassar Bulukumba 
 Sebelah Selatan : Desa Mallasoro 
 Sebelah Timur   : Laut Flores 
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 Sebelah Barat    : Dengan laut Flores 
Wilayah desa punagaya secara administrative terdiri 7dusun yaitu: Dusun 
Baji pamae, Balang Toddo Timur, Balang Toddo Barat, Bonto mate’ne, Bungung 
labuang, kawaka, dan Dusun biring Kassi.
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4. Topografis 
Desa Punagaya merupakan daerah daratan pesisir pantai, kira-kira berada 
di ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut. Luas daerah perkebunan sekitar 
±150 ha dan luas daerah garam ±100 ha. Luas daerah seluruhnya ±12 km dengan 
perbedaan titik ketinggian tersebut maka terdapat varian tataguna lahan pada 
kawasan dengan  titik ketinggian 0-10 m, varian tanaman yang ditanam oleh 
warga adalah kelapa dan juga lahan-lahan garam.pada titik ketinggian 15-25 m,  
warga mengusahakan tanaman jagung kuning, Lombok, bawang merah dsb. 
Daerah- daerah disekitar pantai tingkat kepayauan air cukup tinggi, namun dapat 
dinetralisir dengan masih banyak akar pohon kelapa dapat mereduksi kepayauan 
tersebut.
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5. Kelembangaan Desa 
 Pemerintah desa  
Desa punagaya dalam struktur pemerintahan yang ada terdiri dari kapala 
desa, sekretaris desa,bendara desa,dan dibantu beberapa bagian perangkat desa, 
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yaitu kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, serta 7 orang kepala 
dusun. 
Didalam kepemerintahan desa terdapat beberapa bagianyaitu: 
1. Badan permusyawaratan desa (BPD) secara structural BPD desa 
punagaya terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua dan 
satu orang sekretaris dan 8 orang anggota. 
2. PKK. Di desa Punagaya terdapat PKK dengan anggota berjumlah 21 
orang. 
3. Taman pendidikan Al-Qur’an (TPA), terdapat 7 TK atau TPA yakni: 
di dusun baji pamae, balang Toddo Timur balang Toddo Barat, Bonto 
matene, bungung labuang, kawaka dan biring kassi. 
4. Karang taruna, yang ada di desa Punagaya terdapat 35 orang fungsi 
dan tugasnya sebagai anggota karang taruna adapun kegiatan yang 
biasadiikutinya ialah gerak jalan 17 agustus. 
Ketika musyawarah dusun ( Musdus) diadakan banyak usulan masyarakat 
desa punagaya yang dimasukkan, akan tetapi karena beragamnya atau banyaknya 
usulan masyarakat tersebut maka terjadilah konflik oleh warga tersebut karena 
mereka usulannya direalisasikan ditahun pertama yaitu tahun 2016 padahal tidak 
semua usulan dilaksanakan atau direalisasikan ditahun pertamaatau tahun 2016, 
tetapi tergantung pada kebutuhan masyarakat yang sangat mensdesak dan jumlah 
dana. 
6. Kependudukan 
 
 
 
 
Berdasarkan data penduduk Desa punagaya, Pada Tahun 2016, jumlah 
penduduk desa punagaya sementara adalah 5,215 ribu jiwa. yang terdiri dari 7 
Dusun. Jumlah penduduk laki-laki 2.093 ribu jiwa, jumlah penduduk perempuan 
2.111 ribu jiwa. Dari hasil tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Desa 
Punagaya terdiri dari 7 Dusun. Jumlah penduduk desa punagaya lebih lanjut 
berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat pada table berikut:
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Tabel 1I 
Jumlah Penduduk Desa Punagaya, Menurut Jenis Kelamin 
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No. Dusun  
2016 
Laki-laki Perempuan 
1 Baji pamae 299 297 
2 
Balang Toddo 
Timur 355 367 
3 
Balang Toddo 
Barat  275 297 
4 Bonto Mate’ne 363 365 
5 
Bungung 
Labuang 295 324 
6 Kawaka 277 259 
7 Biring Kassi 217 226 
 
 
 
 
 
  Sumber: Kantor Desa Punagaya Tahun 2016.
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Seperti terlihat dalam table diatas, tercatat jumlah penduduk desa 
punagaya mencapai 4.216 jiwa terdiri dari laki-laki 2,081 jiwa dari jumlah 
penduduk yang tercatat sementara perempuan sejumlah 2.135 jiwa dari jumlah 
yang tercatat dengan jumlah kepala keluarga 1076 KK (kepala keluarga). 
7. Perekonomian Masyarakat Desa (Mata Pencaharian) 
Posisi geografis yang mempengaruhi ragam mata pencaharian utama 
masyarakat Desa Punagaya yang berpropesi  sebagai petani garam, nelayan, PNS, 
buruh, petani, rumput laut, sopir, tukang becak dan tukan ojek. pasca 
pembangunan PLTU, ragam mata pencaharian penduduk di Desa Punagaya 
mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut terkait dengan adanya 
kebijakan dari perusahaan dan pemerintah untuk mengakomodir serapan tenaga 
kerja dari wilayah Desa setempat.
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8. Kondisi keagamaan 
Masyarakat Desa Punagaya 100% beragama islam. Dan fasilitas dibidang 
keagamaan yaitu tersedia 7 buah masjid disetiap dusun dan 3 bauh Mushollah di 
Desa Punagaya. Pada aspek pendidikan juga harus mendapat perhatian yang 
sangat tinggi terutama sarana dan prasarana yang masih kurang. Desa Punagaya 
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 Jumlah  2,081 2,135 
 
 
 
 
untuk kegiatan keagamaan sangatlah diperhatikan terlihat aktivitas dan kegiatan-
kegiatan, baik masyarakat umum. 
9.  Visi dan Misi Desa Punagaya 
a. Visi  
“Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Dan pembangunan Desa 
yang adil, Demokrasi dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat punagaya 
yang sejahtera menuju jeneponto GAMMARA”. 
b. Misi  
1. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang 
pendidikan, social dan ekonomi. 
2. Membangun kehidupan ekonomi masyarakat melalui 
pengembangan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam bagi 
para petani dan nelayan. 
3. Membangun karakter dan jati diri masyarakat desa dengan 
pendekatan rasional dan budaya local sebagai basic kebudayaan 
nasional.  
4. Menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis antara 
pemerintah dan masyarakat 
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut dan berperan aktif 
dalam pembangunan, baik yang bersifat material maupun in-
material. 
6. Membnagun masyarakat yang sadar hokum dan pemerintahan. 
 
 
 
 
7. Menciptakan budaya politik dan akuntabilitas pemerintahan yang 
bersih, terbuka dan demokratis. 
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Rancangan pembangunan jangka menengah Desa (RP JMDES) disusun 
dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk desa Punagaya visi-misi pembangunan lima 
tahun seperti yang termuat dalam dokumen RP JMDES ini bermula dari tahun 
2016 sampai 2021. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian disusun menjadi 
visi-misi pembangunan lima tahun desa punagaya. Lima tahun kedepan, desa 
punagaya akan menjadi desa yang mampu memenuhi hak-hak pelayanan dasar 
kepada warga terkait dengan administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar 
dalam standar pelayanan pemerintah desa kepada warga secara adil dan merata, 
c. Arah Kebijakan Dan Pembangunan Desa 
Kebijakan pembangunan desa Demi terwujudnya visi dan misi desa 
punagaya periode 2016-2021, maka yang harus dilakukan oleh masyarakat dan 
pemerintah desa adalah mengembangkan serta mengelolah sumber daya atau 
potensi local yang dimiliki seperti sumber daya manusia, fisik, alam, finansial dan 
social budaya. Kelima potensi ini jika benar-benar dikelolah dengan satu kesatuan 
maka mustahil visi desa tidak tercapai.
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d. Keadaan Sarana Dan Prasarana  
Jalan desa punagaya sepanjang ± 13 km, sebagian jalan sudah diaspal 
namun kondisi rusak karena mobil dan di dusun kawaka dan dusun bungung 
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labuang memang belum sama sekali diaspal. Kondisi jalan tersebut, memiliki 
hubungan yang erat dengan kempemilikan kendaraan. Warga yang memiliki akses 
jalan yang bagus akan lebih banyak memiliki saran dan alat transportasi 
sedangkan dusun yang sarana dan transportasinya belum baik warganya 
cendurung tidak memiliki kendaraan. Dampak yang paling besar dari ketidak 
siapan jalan dan kendaraan adalah minimnya aksesibiltas warga terhadap dunia 
luar dan memperlambat proses pembelajaran diantara warga. Adapun sarana dan 
prasarana yang terdapat di desa punagaya dapat disajikan pada tabel. 
Tabel. III 
 Jenis Dan Jumlah Sarana Dan Prasarana  Di Desa Punagaya 
Jenis sarana dan prasarana Jumlah 
Sarana Pendidikan  
TK 1 unit 
SD 4 unit 
SMP 2 unit 
SLB 1 unit 
Sarana Ibadah 
Masjid 7 unit 
Mushollah 3 unit 
Sarana Kesehatan 
Post Posyandu 1 unit 
Bangunan 
 
 
 
 
Kantor Desa 1 unit 
  PLTU  1 unit 
  Sumber : jenis dan jumlah sarana dan prasarana  di Desa Punagaya 
Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di 
desa punagaya cukup memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat setiap 
harinya baik bidang perekonomian, pendidikan, peribadatan, serta kegiatan 
lainnya
54
 
e. Tingkat Pendidikan 
Pada umumnya tingkat pendidikan di lingkungan desa punagaya masih 
sangat rendah, banyak para orang tua mayoritas berpendidikan SD, bahkan 
banyak pula diantara mereka yang masih buta huruf. Begitupun dengan generasi 
dibelakang ini, mereka kebanyakan berpendidikan SD, sebagian lagi SMP dan 
SMA, dan hanya ada beberapa orang dari mereka yang bisa berpendidikan sampai 
keperguruang Tinggi. 
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Table IV 
. Keadaan Penduduk Desa Punagaya Menurut Tingkat Pendidikannya 
Tahun 2016. 
 
     Tingkat   
pendidikan 
Jumlah  Satuan  
Putus sekolah  559 Orang 
Buta huruf 674 Orang 
lulusan SD sederajat 1.279 Orang 
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Lulusan SMP 549 Orang 
Lulusan SMA 8.271 Orang 
   Jumlah  11, 332 Orang 
  Sumber : Kantor Desa Punagaya Tahun 2016.
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Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 11, 332 orang penduduk desa 
punagaya terdapat 559 orang yang putus sekolah, sedangkan buta huruf 674 
orang. Tingkat pendidikan yang memperlihatkan angka yang sangat besar tingkat 
lulusan SMA  8.271 orang , lulusan SMP 549 orang, sedangkan lulusan SD 
sederajat 1,279 orang.  
Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini jumlah keseluruhan 
penduduk desa punagaya kec. Bangkala Kab. Jeneponto, mereka sudah banyak 
yang mengenal betapa pentingnya berpendidikan bahkan sudah kebanyakan yang 
terjun kedunia Politik. 
f. Kondisi Sosial Budaya  
Keadaan social buadaya desa punagaya masih mempertahankan adat 
istiadat leluhurnya, serta masih mempertahankan semangat kebersamaan 
sebagaimana sikap penduduk yang di tunjukkan oleh desa-desa lain pada 
umumnya. Penduduk desa punagaya jika ditinjau dari segi kerohanian, penduduk 
desanya mayoritas beragaman islam. Penduduk yang berdomisili di desa 
punagaya berasal dari suku Makassar, bahasa pengantar yang dipakai penduduk 
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sehari-hari adalah bahasa Makassar sebagai alat komunikasi yang efektif dan 
kadang-kadang menggunakan bahasa indonesia.
57
 
Masyarakat desa punagaya pula sangat menghormati lingkungannya. Bagi 
masyarakat punagaya budaya sangat berarti dalam kehidupan sosial, seperti 
Gotong Royong, Bersih dusun, Tradisi maulid, Pesta Rakyat ( panen raya), 
Maulid Nabi Muhammad SAW, Baranji/ Rate, Gendang Kulit, Seruling (pui-pui) 
dan pencak silat ( PAMANCA). 9 budaya desa punagaya yang sangat di 
pertahankan sampai saat ini, masyarakat punagaya mengangap ini sebuah kunci 
persatuan masyarakat punagaya. 
Tabe V 
      Sumber Daya Sosial Budaya 
Tahun 2016. 
Uraian Sumber Daya Sosial 
Budaya 
Jumlah  Satuan 
Gotong Royong 3046 Orang 
 
Bersih dusun/ Desa 7 Dusun 
 
Tradisi Maulid - - 
 
Pesta Rakyat  - - 
 
Maulid Nabi Muhammad Saw 1,610 Orang 
 
Barasanji/ rate 210 Orang 
 
Gendang Kulit  21 Orang 
 
Seruling ( Pui-Pui ) 7 Orang 
 
Pencak Silat ( Pamanca) 21 Orang 
 
Jumlah 4.922 Orang 
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 Sumber : Profil Desa Punagaya tahun 2016.
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  Berdasarkan  Tabel diatas terlihat bahwa budaya yang dimiliki  
masyarakat Desa Punagaya sangat menunjang  untuk membangun solidaritas 
sosial sehingga sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. 
Masyarakat Desa Punagaya pula sangat menghormati lingkungannya. Bagi 
masyarakat punagaya pula budaya sangat berarti dalam kehidupan social seperti 
pencak silat, tradisi maulid dll.  
B. SEJARAH SINGKAT PEMBANGUNAN PLTU 
Lokasi pembangunan PLTU Jeneponto, Desa Punagaya, Kecamatan 
Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah berdiri pembangkit yang berkontribusi 
menyediakan kebutuhan listrik Sulawesi Selatan dengan kapasitas 2x125 MW. 
Proyek pertama di sektor kelistrikan ini dibangun dan mulai dioperasikan penuh 
oleh Bosowa Enersgi dua tahun lalu setelah diresmikan Menteri ESDM Jero 
Wacik pada 19 Desember 2012. Pembangunan proyek PLTU Jeneponto tahap I 
tersebut mencatat prestasi tersendiri karena pembangunan konstruksi dapat 
diselesaikan hanya dalam waktu 18 bulan dari rencana 30 bulan. Maka, terjadi 
efisiensi cukup signifikan. Diharapkan prestasi itu bisa dipertahankan dalam 
pembangunan proyek ekspansi ini. Kebutuhan listrik Sulawesi-Selatan  dan 
Sulawesi Barat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 
rata-rata nasional, membuat Energi memacu pembangunan pembangkit tersebut.
59
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C. HASIL PEMBAHASAN 
1. Faktor Yang Menyebabkan Pemerintah Membuka Akses Bagi Etnis 
Tionghoa Untuk Melakukan Aktivitas Ekonomi Di Jeneponto 
Khususnya Di PLTU Desa Punagaya 
Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses 
hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal 
yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan 
informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya 
pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang 
dari individu.
60
 
Sehingga proses pergeseran persepsi pemerintah terhadap Etnis Tionghoa 
di Jeneponto suatu subtansial untuk membangun daerah dalam hal infrastruktur 
dan perekonomian, sehingga membuka akses bagi Etnis Tionghoa  masuk di 
Jeneponto. Karena daerah yang sangat dikenal daerah tertinggal di Sulawesi-
selatan adalah kabupaten jeneponto sehingga pemerintah telah membuka ruang 
bagi warga Negara asing  untuk menjadi tenaga ahli di PLTU. 
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 Disisi lain ada beberapa faktor mendorong pergeseran persepsi 
pemerintah yaitu: 
a. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah 
Sebagai Negara berkembang Indonesia terus berupaya mensejahterakan 
rakyatnya, salah satunya melalui pembangunan bidang ekonomi. Secara umum 
tujuan Negara dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk mencapai stabilitas 
ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang 
menurun serta penganguran yang sedikit. Pemerintah dalam rangka mencapai 
kondisi tersebut telah mendesain kebijakan-kebijakan baik itu dilakukan oleh 
pemerintah pusat mupun pemerintah daerah. 
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Kebijakan tersebut menunjukkan hasil pembangunan yang terus membaik 
disetiap tahunnya baik secara nasional maupun daerah, kondisi perbaikan 
ekonomi secara nasional maupun Daerah misalnya membaiknya kondisi 
indikator-indikator ekonomi makro indonesia maupun daerah terkhususnya kab. 
Jeneponto.. Pertumbuhan ekonomi yang terus positif dari tahun ketahun, 
kemiskinan yang menurun dan penganguran juga terus menurun.
62
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Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak andi solihin selaku sekretaris 
Kecamatan Bangkala: 
Hadirnya PLTU di Desa Punagaya bagaimana meningkatkan 
perekonomian Jeneponto, sehingga regulasi ketenaga kerjaan harus dari Negara 
luar, dengan demikian kita selaku pemerintah tingkat Kecamatan sepakat 
hadirnya Etnis Cina selaku tenaga ahli di PLTU, hanya orang orang Cina  yang 
mempuyai skill di bidang teknisi. Tak lain pula selaku pemerintah setempat 
memberikan izin oleh etnis Cina hanya bagaimana PLTU bisa beroperasi untuk 
membangun perekonomian Jeneponto terkhususnya desa punagaya Kecamatan 
Bangkala.
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Dari pernyataan bapak solihin suatu indikator bergesernya persepsi 
pemerintah untunk membuka akses bagi Etnis Tionghoa tak lain hanya 
peningkatan perekonomian daerah, sehingga pemerintah daerah membuatkan 
sebuah regulasi ketenaga kerjaan dari Negara luar untuk menjadi tenaga ahli di 
PLTU yaitu Etnis Tionghoa. Karena pemerintah melihat perusahaan tersebut tidak  
bisa beroperasi secara maksimal tanpa warga dari Negara asing  menjadi bidang 
teknisi karena dia mempunyai kempuan. Dengan demikian masyarakat pribumi 
terkhususnya masyarakat jeneponto hanya selaku tenaga buruh kasar karena tidak 
mempuyai kempuan di bidang teknisi. Seperti halnya pula yang dikemukakan 
oleh bapak kepala Desa: 
“kami ketahui Etnis Cina pada dasarnya dilarang masuk dijeneponto 
akan tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kami selaku 
pemerintah desa membuka ruang, dengan pertimbangan pula meningkatkan 
perekonomian daerah terkhusunya Desa Punagaya. Ini terlihat jelas selama etnis 
tionghoa bergabung dengan PLTU selaku tenaga ahli membawa dampak positif 
bagi Jeneponto itu sendiri terkhusus di Desa Punagaya terlihat dengan 
berkurangnya angka kemiskinan dan kemajuan Infrastruktur. perubahan yang 
                                                          
63
 Andi Solihin, sekretaris kecamatan, Wawancara, di Kantor Kecamatan, 4 
september, pukul 02-30 sampai 03-11 WITA. 
 
 
 
 
 
terlihat selama berdirinya PLTU dan etnis tionghoa selaku tenaga ahli di 
perusahaan sehingga bisa beroperasi dengan baik dan  berkurangnya pula angka 
kemiskinan dan pengangguran.”64 
Dari pendapat kepala Desa diatas terlihat bahwa salah satu alasan faktor 
yang menyebabkan bergesernya persepsi pemerintah sehingga membuka akses 
bagi Etnis Tionghoa dikarenakan peningkatan perekonomian daerah terkhususnya 
desa punagaya sehinga membuka ruang bagi etnis Tionghoa selaku tenaga ahli 
dan membawa dampak positif bagi Jeneponto khususnya pada Desa Punagaya, 
terliha;t pula dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran pada 
desa itu dan majunya infrastruktur , ini yang membuat Etnis Tionghoa banyak 
diterima karena terbukti mempunyai kapabilitas.  terbukti banyaknya yang 
diterima selaku tenaga kerja bisa dilihat dari data yang diperoleh lebih dari 200 
orang.  
Dipertegas juga oleh bapak kepala Dinas Ketanaga kerjaan yang 
mengemukakan” 
“alasan hadirnya PLTU dan masuknya Etnis Cina dikarenakan 
bagaimana Jeneponto bisa maju artinya bagaimana infrastruktur dan 
peningkatan perekonomian Jeneponto bisa lebih baik lagi.”.65 
Sangat jelas dari penjelasan Bapak kepala Dinas Ketenaga kerjaan bahwa 
Etnis Tinghoa membawa pengaruh besar buat Jeneponto khususnya Desa 
Punagaya dibidang perekonomian karena berkat kedatangan etnis tionghoa 
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sehingga bisa jauh lebih baik, Seperti jalan poros di Desa Punagaya telah lebih 
baik.  
b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah 
Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan 
tidak lain merupakan proses tranmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 
ketrampilan dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi kegenerasi. 
Dengan pengertian tersebut, sebenarnya upaya diatas sudah dilakukan sepenuhnya 
oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari 
adalah hasil dari hubungan kita dengan orang lain, baik dirumah, sekolah, tempat 
bermain, pekerjaan dan lainnya. Dengan kata lain dimanapun kita berada kita pasti 
akan belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan 
Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi 
menunjang kelangsungan kemajuan  hidupnya, agar masyarakat itu dapat 
melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan  nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan 
dan bentuk tata perilaku lainnya bagi generasi muda. Tiap masyarakat selalu 
berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai 
coraknya masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui 
pendidikan atau secara khusu melalui interaksi sosial.
66
 
Masyarakat jeneponto khususnya pada Desa Punagaya mayoritas belum 
mengenyam pendidikan yang tinggi dalam hal ini masih kurang khususnya dalam 
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bidang teknisi PLTU. Sabagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Andi Baso 
selaku Anggota DPRD Jeneponto yaitu: 
“walaupun masyarakat Jeneponto sudah banyak terjun dalam bidang 
pendidikan tetapi tingkat pendidikannya masih rendah khususnya dalam 
pengembangan pembangunan apalagi tentang PLTU, tentu jika kita ingin PLTU 
ini bisa membawa Jeneponto lebih maju pasti kita membutuhkan orang yang 
professional yang mempunyai skill dibidang itu sementara masyarakat jeneponto 
masih jauh sehingga Etnis Cina disini bisa masuk karena mayoritas mereka ahli 
dibidang teknisi.”67 
Sebagaimana penjelasan dari Bapak Anggota DPRD di atas terlihat bahwa 
belum ada masyarakat Jeneponto yang ahli dibidang teknisi sehingga 
mengakibatkan masuknya Etnis Tionghoa untuk  bisa membawa kemajuan 
Jeneponto melalui PLTU dan hanya warga Negara asing pula  mempunyai 
keahlian dibidang teknisi. 
Seperti  penjelasan Bapak Kepala Desa. 
“lagian kita disini masih rendah tingkat pendidikan  apalagi selaku tenaga  
ahli dalam bidang tersebut sehingga  kita membutuhkan tenaga kerja asing yang 
betul-betul handal.
68
  
Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa salah satu faktor pergeseran 
persepsi pemerintah dikarenakan tingkat pendidikan masih rendah dan 
peningkatan infrastruktur daerah sehingga membuka ruang bagi Etnis Tionghoa 
masuk di Jeneponto menjadi tenaga ahli di PLTU. Dari penjelasan diatas sangat 
jelas bahwa masuknya Etnis Tionghoa di PLTU langkah awal membangun 
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perekonomian di Kabupaten Jeneponto terkhususnya di Desa Punagaya 
Kecamatan Bangkala. 
c. Kontrak Kerja Sama 
Membangun sebuah kerja sama antara Negara suatu hal yang wajar untuk 
kelangsungan pembangun infrastruktur seperti  Negara indonesia dengan Negara 
Cina membangun kontrak teknologi terkhususnya Kabupaten Jeneponto. 
 Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat menjadi hal 
yang tak bisa dihindari. Manusia dituntut untuk bergerak cepat, lincah serta 
mampu beradaptasi dengan teknologi demi menunjang kualitas berbagai aspek 
kehidupan, tak terkecuali bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis dituntut untuk 
merangkul teknologi dalam berinovasi demi mempertahankan keberlangsungan 
perusahaan.  
Sehingga pemerintah pusat sampai daerah telah membangun sebuah 
kontrak antara negara Cina dan indonesia untuk kelangsungan pembangunan 
infrastruktur PLTU. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Juanda yang 
mengemukakan: 
“kita mengambil tenaga ahli dari Etnis Cina karena kita mempunyai 
kontrak bahwasanya negara Cina siap mensuplay alat pembangkit listrik tenaga 
uap dengan ketentuan etnis Tinghoa dijadikan tenaga ahli di bidang PLTU, disisi 
lain kami juga membutuhkan tenaga loka sesuai kemampuan mereka”.69 
 
Dari penjelasan di atas terlihat adanya kontrak politik antara pihak negara 
Cina dengan negara indonesia terkhususnya pemerintah Jeneponto, bahwa untuk 
menjadi tenaga ahli harus dari negara cina yaitu etnis tionghoa sehingga bisa 
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disuplay alat mesin, hasil kontrak ini sehingga untuk menjadi tenaga ahli harus 
Etnis Tionghoa. 
2. Respon Masyarakat Jeneponto  Masuknya Etnis Tionghoa Selaku 
Tenaga Kerja Ahli Di PLTU Desa Punagaya 
Respon sebuah kegiatan ( activity) dari organisme itu bukan semata-mata 
gerakan yang positif,  setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu 
perangsang dapat juga disebut respon.  Secara umum respon atau tanggapan dapat 
diartikan sebagai hasil atau kesan yang dapat ditinggal dari pengamatan tentang 
subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan-pesan.
70
  
Selama ini keberadaan etnis tionghoa di Desa Punagaya selaku tenaga ahli 
sangat dijadikan perhatian bagi masyarakat Punagaya kerana dulunya dikenal 
kultur Jeneponto yang sangat anti terhadap agama lain terkhususnya etnis 
tionghoa, dengan demekian hadirnya   PLTU bersamaan masuknya etnis tionghoa 
selaku tenaga ahli. Sehingga terjadi ,kelompok masyaraakat pro dan kontra Desa 
Punagaya yaitu:   
a. Masyarakat Mendukung Hadirnya Etnistionghoa Di Jeneponto Selaku 
Tenaga Kerja Ahli Di PLTU Di Desa Punagaya 
Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang 
mempengaruhi respon masyarakat sehingga mendukung hadirnya etnis cina di 
Jeneponto 
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1. Meningkatnya Infrastruktur ekonomi daerah 
Desa Punagaya yang merupakan tempat berdirinya perusahaan PLTU 
dimana sebelumnya dalam hal tingkat perekonomian  masih tertinggal, tetapi 
semenjak berdirinya perusahaan PLTU peningkatan dan pembangunan 
infrastruktur di Desa Punagaya terlihat ada perubahan. Sehingga mayoritas 
masyarakat punagaya sangat mendukung. Karena jauh sebelum berdirinya 
perusahaan tersebut tingkat pengangguran dan kemiskinan sangat tinggi akan 
tetapi selama berdirinya PLTU tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun.  
Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak sekretaris Desa. 
“PLTU sekarang membawa dampak positif bagi Desa Punagaya, terlihat 
dengan banyaknya perbaikan jalan tentunya tidak terlepas dari Etnis Cina yang 
menjadi tenaga ahli di PLTU sehingga PLTU berkembang dan Desa Punagaya 
juga maju karena banyaknya bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan 
PLTU terkhusus dalam hal infrstruktur”71 
Sangat jelas dari wawancara di atas salah satu faktor yang mempengaruhi 
persepsi masyarakat mendukung hadirnya etnis cina dikarenakan infrastruktur 
Desa Punagaya meningkat. Bukan hanya tingkat infrastruktur  akan tetapi 
peningkatan perekonomian sangat jelas ada perubahan sehingga masyarakat desa 
punagaya mendukung hadirnya PLTU dan hasil kerja keras Etnis Tionghoa, disisi 
lain Etnis Tionghoa memberikan Pendidikan oleh tenaga kerja buruh warga 
Pribumi seperti di kemukan Bapak H.Muh saleh selaku tokoh pemuda 
Selama kedatangan Etnis Cina hanya untuk membangu maka maki sangat 
mendukung¸ apalagi selama ini kedatangan Etnis Cina betul-betul membangun 
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karena dia profesional dibidangnya dan tidak pernah meggangu budaya, mungkin 
ada itu hanya kesalah pahaman saja setelah itu Etnis Cina tidak pernah lagi 
membuat kesalahan apalagi menggangu budaya yang ada. Apalagi Desa 
Punagaya dulunya sangat rendah tingkat perekonomiannya  namun selama hadir 
PLTU maka peningkatan perekonomian semakin maju.
72
. 
Hasil wawancara diatas bahwa selama kehadiran etnis tionghoa untuk 
membangun maka masyarakat punagaya sangat mendukung, hasil penjelasan 
diatas bahwa masyarakat punagaya sangat merespon dengan baik karena 
kehadiran etnis tionghoa selaku tenaga ahli betul-betul profesional dibidangnya 
sehingga Desa Punagaya dulunya tertingggal namun sekarang ada perubahan 
secara signifikan. Seperti penjelasan Bapak Tojen selaku tenaga kerja di PLTU. 
“ Etnis Cina bukan hanya selaku tenaga kerja ahli akan tetapi dia juga 
memberikan pendidikan dalam teknis pekerjaan, sehingga tenaga kerja pribumi 
mendukung hadirnya Etnis Cina selaku Tenaga ahli” 73 
Terkait dengan penjelasan diatas bahwa Etnis Cina bukan hanya berfokus 
di bidangnya, disisi lain memberikan pelajaran dalam teknisi pekerjaan sehingga 
masyarakat Desa Punagaya sangat mendukung hadirnya Etnis tionghoa selaku 
tenaga ahli di PLTU. Dengan demikian  dampak positif hadirnya perusahan PLTU 
sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat punagaya seperti yang di 
jelaskan oleh bapak Hasanuddin selaku kepala Dusun Balang Toddo Timur. 
“Hadirnya perusahan PLTU masyarakat punagaya sangat mendukung 
Karena membawa sebuah perubahan seperti perbaikan jalan sepanjang jalan 
poros Desa punagaya, di sisi lain masyarakat yang dulunya bekerja di luar 
daerah sekarang berkerja di PLTU dan tingkat pengangguran pula yang dimiliki 
desa punagaya dulunya sangat tinggi sekarang semakin menurun. Disisi lain juga 
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hadir Etnis Cina suatu hal yang wajar karena datang di PLTU hanya bekerja di 
bidangnya sendiri”74. 
Penjelasan bapak kepala dusun diatas sangat jelas bahwa hadirnya 
perusahan PLTU membawa dampak posisitf selain memnbantu perbaikan jalan 
poros disisi lain  membuka lapangan kerja  bagi masyarakat punagaya dan 
masyarakat Jeneponto secara umum. Hadirnya Etnis Tionghoa  selaku tenaga 
kerja ahli suatu hal yang wajar karena kedatangan meraka hanya bekerja 
dibidangnya sehingga masyarakat setempat telah mendukung.   
2. Kurangnya tingkat pegangguran  
Desa Punagaya adalah desa yang dulunya begitu tinggi  tingkat 
penganggurannya, akan tetapi adanya perusahaan PLTU membawa dampak 
positif karena tingkat pengangguran menurun. Sehingga masyarakat Punagaya 
sangat merespon baik seperti yang di kemukakan bapak sahabuddin. 
“PLTU sangat membawa dampak positif karena dulunya masyarakat desa 
punagaya tingkat penganggurannya sangat tinggi  selama adanya perusahan 
PLTU sangat menguragi tingkat pengangguran karena masyarakat punagaya 
banyak di pekerjakan sesuai dengan ahlinya masing-masing, sehingga 
masyarakat disni sangat setuju,disisi lain tingkat pendidikan masyarakat pribumi 
terkhusunya masyarakat punagaya tidak ada yang layak sehingga pemerintah 
setempat dan masyarakat setuju Etnis Cina masuk di Desa kami selaku tenaga 
ahli”75 
Dari penjelasan diatas sangat jelas pula bahwa tingkat pengangguran 
Didesa Punagaya semakin menurun karena perusahan PLTU sebuah lahan 
pekerjaan bagi masyarakat punagaya. Di sisi lain sehingga masyarakat  dan 
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pemerintah setempat mendukung hadirnya Etnis Tionghoa selaku tenga kerja ahli 
di PLTU karena tingkat pendidikan di masyarakat punagaya sangat rendah 
sehingga tidak ada yang dipekerjakan di bidangnya selaku tenaga teknisi sehingga 
pemerintah dan masyarakat mendukung. 
Seperti yang di jelaskan oleh bapak mansyur selaku kepala Dusun Bonto 
matene’ 
“ masyarakat punagaya tidak ada figur dalam bidang keahlian sehingga 
kami sepakat hadirnya Etnis Cina selaku tenaga ahli, sisi lain kalau bukan Etnis 
Cina selaku tenaga ahli perusahan PLTU tidak akan beroperasi karena hanya 
orang dari Negara Cina yang mahir dibidang teknisi”76 
Penjelasan oleh bapak kepala dusun diatas sangat jelas bahwa tingkat 
pendidikan di Desa Punagaya sangat rendah sehingga sepakat hadirnya Etnis 
Tionghoa selaku tenaga ahli, karena selain warga dari negara Cina selaku tenaga 
ahli perusahan PLTU tidak akan beroperasi, ketika perusahan tersebut tidak 
beroperasi maka tingkat perekonomian masyarakat punagaya tidak berkembang.  
Sebagaimna di kemukakan Bapak Mustari Selaku Tokoh Masyarakat 
Dusun Baji Pamae. 
“ saya sangat sepakat hadirnya Etnis Cina di PLTU  selaku Tenaga Kerja 
Ahli, karena kehadiran orang-orang Cina mereka sangat professional di bidang 
teknisi”77 
Penjelasan di atas Bapak Mustari sangat mendukung kehadiran Etnis 
Tionghoa di PLTU, kehadiran TKA terkhusus Etnis Tionghoa sangat professional 
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di bidangnya sehingga mereka tidak masalah ketika Etnis Tionghoa masuk di 
Jeneponto Terkhususnya di Desa Punagaya.  
3. Masyarakat Yang Kurang Mendukung Hadirnya Etnis Cina Di 
Jeneponto Selaku Tenaga Kerja Ahli Di PLTU Di Desa Punagaya 
1. Pranata sosial/ Budaya 
Jeneponto merupakan salah satu daerah  pada awalnya sangat melarang 
Etnis Tionghoa masuk kerena masyarakat jeneponto takut jika budaya yang ada di 
Jeneponto akan mulai terkikis dan di rusak oleh bangsa lain. Terkhusunya warga 
dari  negara Cina, karena mayoritas masyarakar Jenepoto terkhususnya Desa 
Punagaya masih sangat oleh budaya mereka. Disisi lain ketakutan masyarakat 
setempat akan menjadi penguasa kedepannya  di Desa mereka sehingga mereka 
sangat tidak setuju.  
Sebagaimana yang dikemukakan salah satu warga punagaya ibu Fitriani:  
“Sekarang Etnis Cina banyak yang menjadi tenaga ahli di PLTU, 
mungkin kedepannya akan menjadi pemimpin, sisi lain bukan hanya itu akan 
tetapi kami merasa  diganggu budaya kearifan lokal yang kami miliki terkhusunya 
Desa Punagaya sehingga kami sangat tidak setuju”78 
Dari penjelasan di atas sangat terlihat adanya ketakutan masyarakat  
setempat terhadap Etnis Tionghoa karena sudah banyak yang menjadi tenaga ahli, 
dengan keadaan seperti ini Etnis Tionghoa mempunyai kuasa yang lebih besar dan 
pada akhirnya mereka akan menarik lagi orang  dari Negara Cina yang lebih 
banyak untuk bekerja di PLTU dan Etnis Tionghoa tambah menjadi besar. Disisi 
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lain akan menggangu pranata social atau budaya kearifan loka jeneponto 
terkhususnya Desa Punagaya sehinga masyarakat setempat kurang mendukung 
karena terlalu banyak dampak negatifnya dibandingkan positifnya, di perjelas oleh 
Bapak Jaharuddin selaku tokoh masyarakat di Dusun Balang Toddo 
“ saya sangat tidak mendukung hadirnya orang-orang Cina karena 
mereka di prioritaskan oleh pemerintah bekerja dibandingkan masyarakat lokal, 
sehingga kami selaku masyarakat lokal masih ada mengganggur, disisi lain kami 
khawatir di kemudian hari akan berkuasa dan menghancurkan budaya yang ada 
di Desa Punagaya”79   
Di pertegas pula Bapak Agus Selaku perwakilan Tokoh pemuda di Dusun 
Baji Pamae: 
Kehadiran Etnis Cina di Desa Punagaya salah satu bentuk bebasnya 
masuk orang-orang Asing di Jeneponto secara umum, sehingga kami sangat tidak 
mendukung. Tidak bisa dipungkiri beberapa tahun kedepan akan menjadi 
penguasai perekonomian  yang ada di Jeneponto ini salah satu bentuk khawatiran 
kami sehingga tidak mendukung
80
 
Dari beberapa  penjelasan diatas  sangat menolak kehadiran Etnis 
Tionghoa, karena ada bentuk khawatiran di kemudian hari akan berkuasa di 
Jeneponto terkhususnya di Desa Punagaya sehingga menolak keras. Sisi lain 
kehadiran Etnis Tionghoa sangat di prioritaskan oleh pemerintah dibandingkan 
masyarakat lokal.   
diperjelas juga oleh Bapak Sudirman Sijaya selaku Anggota DPRD. 
“Dulu masyarakat Jeneponto melarang keras Etnis Cina masuk ke 
Jeneponto karena akan menggangu kehidupan social terkhusunya budaya yang di 
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miliki Jeneponto, selain itu akan dikuasiai tingkat perekonomian yang dimiliki 
masyarakat jeneponto.
81
 
 Dari bebrapa penjelasan di atas sangat terlihat bahwa Etnis Tionghoa 
semakin menguasai seperti tingkat perekonomian dan menggangu budaya yang di 
miliki masyarakat Jeneponto. dan ini sangat jelas yang menjadi kekhawatiran 
masyarakat Jeneponto terkhususnya masyarakat punagaya  sehingga dia kurang 
mendukung hadirnya Etnis Cina di PLTU selaku tenaga ahli. 
Karena dia melihat kedepannya ketika orang-orang asing telah menjadi 
mayoritas menguasai ekonomi Jeneponto akan menjadi sumber kekuatan bagi 
orang-orang warga Negara asing untuk menajadi penguasa kerana Jeneponto telah 
memiliki potensial perekonomian yang baik dan hilang budaya yang dimiliki.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat di simpulkan  
1. Pergeseran persepsi pemerintah jeneponto terhadap Etnis Tionghoa selaku 
tenaga ahli adalah ada beberapa faktor: 
a.  Peningkatan infrastruktur ekonomi daerah  
Peningkatan pemabngunan infrastruktur Kabupaten Jeneponto suatu 
subtansial kesejahtreaan masyarakat dan membawa jeneponto yang lebih maju 
terkhususnya Desa Punagaya. Karena Desa Punagaya salah satu tempat 
pembanguna PLTU di Kabupaten Jeneponto, sehingga pemerintah dan masyarakat 
setempat sangat mendukung adanya perusahaan PLTU dan Etnis Tionghoa  selaku 
tenaga ahli karena mereka memiliki skill dibidang teknisi  sehingga pemerintah 
telah memberi akses dan masyarakat telah mendukung. 
b. Tingkat pendidikan masih rendah 
Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan 
tidak lain merupakan proses pengetahuan , sikap, kepercayaan, ketrampilan dan 
aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi kegenerasi. Dengan pengertian 
tersebut, sebenarnya upaya diatas sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-
kekuatan masyarakat. Akan tetapi belum yang ahlin di PLTU sehinga 
 
 
 
 
mengakibatkan masuknya Etnis Tionghoa di Kabupaten Jeneponto terkhususnya 
di Desa Punagaya. 
c. Adanya kerja sama 
Membangun sebuah kerja sama antara negara satu hal yang wajar untuk 
kelangsungan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah seperti negara 
indonesia dangan negara Cina membangun  kontrak teknologi terkhususnya 
Kebupaten Jeneponto di perusahan PLTU Desa Punagaya. 
2. Respon masyarakat terhadap hadirnya Etnis Tionghoa adalah  
1. Masyarakat yang mendukung 
 Meningkatnya perekonomian Desa  
Desa Punagaya yang merupakan tempat berdirinya perusahaan PLTU 
dimana sebelumnya dalam hal infrastruktur masih tertinggal, tetapi semenjak ada 
perusahan PLTU membawa perubahan secara dramatis ditingkat ekonomi. Etnis 
Tionghoa  menjadi tenaga ahli di perusahaan PLTU karena tingkat pendidikan 
masyarakat atau mahir dibidang tersebut belum ada yang sanggup.  
 Kurangnya tingkat pegangguran  
Desa Punagaya adalah Desa yang dulunya begitu tinggi  tingkat 
penganggurannya, akan tetapi adanya perusahaan PLTU membawa dampak 
positif yang sangat dramatis karena telah menjadi lapangan kerja bagi masyarakat 
setempat sesuai kemapuan yang dimiliki. Disisi lain hadirnya Etnis Tionghoa  
selaku tenaga ahli di perusahan tersebut, suatu hal yang wajar karena untuk 
 
 
 
 
kemajuan sebuah daerah tentunya membutuhkan yang skill yang handal. Akan 
tetapi bukan hanya fokus di bidangnya selaku tenaga ahli bagaimana pula 
mendidik masyarakat pribumi dalam bidang teknisi untuk persiapan generasi yang 
akan dating. 
2. Masyarakat yang kurang mendukung 
a. Menggangu pranata sosial/budaya 
Jeneponto merupakan salah satu daerah yang pada awalnya sangat melarang 
Etnis Tionghoa masuk karena masyarakat Jeneponto takut jika budaya yang ada 
akan mulai terkikis dan rusak oleh bangsa lain . 
B. Implikasi  
1. Bagi masyarakat desa punagaya tetap menjaga ada istiadat yang berlaku di 
lingkungannya, karena banyaknya etnis cina selaku tenaga kerja. Sehingga 
masyarakat punagaya tetap mempertahankan budayanya. 
2. Bagai mahasiswa, agar kiranya terus memperhatikan proses kebijakan dan 
perbaikan pembangunan yang terjadi disetiap daerah, agar ketika ada 
perubahan-perubahan yang bisa mengancam kelangsungan budaya-budaya 
agar bisa juga turut andil dalam perubahan-perubahan itu dan 
memperbaikinya terkhusunya hadirnya Etnis Tionghoa selaku tenaga kerja di 
PLTU Kabupaten Jeneponto Desa Punagaya.  
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